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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Setjen Kementerian Kesehatan TA 2012. Petunjuk Teknis ini
disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengelola keuangan dan
penanggungjawab program di Dinas Kesehatan Propinsi dalam penggunaan dana

dekonsentrasi tahun 2012.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan anggaran yang
selanjutnya disebut sebagai DIPA disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran berdasarkan RKA-KL dan disahkan oleh Ditjen
Perbendaharaan / Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Setelah DIPA disahkan, PA/KPA
menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai penjabaran lebih lanjut
dari DIPA, yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk

pelaksanaan kegiatan.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Dana Dekonsentrasi Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Kementerian
Kesehatan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah melalui Satker Dinas Kesehatan Propinsi menunjukkan trend
penyerapan anggaran berjalan lambat sampai sampai triwulan Ill, dan cenderung
menumpuk pada kuartal IV (akhir tahun anggaran). Penyampaian laporan keuangan
tidak tertib dan kurang tepat waktu. Penilaian terhadap capaian sasaran kinerja,
konsistensi perencanaan dan implementasi, serta hasil — hasilnya baik berupa data

maupun informasi belum sepenuhnya disampaikan ke Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, Pemerintah dengan persetujuan DPR dalam UU tentang APBN,
sejak tahun anggaran 2010, termasuk dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang
APBN TA 2012 telah menerapkan prinsip reward dan punishment. Kebijakan ini

secara langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan membentuk Tim Evaluasi



dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 2012. Salah satu instruksi Tim Evaluasi
dan Pengawasan Penyerapan Anggaran APBN 2012 adalah memerintahkan K/L
untuk segera menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dalam
rangka percepatan pelaksanaan APBN 2012.

Mudah-mudahan Petunjuk Teknis ini dapat mengakomodir kebutuhan dalam
pelaksanaan program/kegiatan yang anggarannya tercantum dalam DIPA Dana
Dekonsentrasi TA 2012, serta antisipasi yang bersifat proaktif dalam menghadapi
reward dan punishment  sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah guna

meningkatkan kualitas belanja dan percepatan penyerapan anggaran.

Penyusunan Juknis ini telah melibatkan banyak pihak, namun demikian kami
menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Oleh
karena itu kritik dan saran perbaikan sangat kami nantikan dari berbagai pihak, guna
penyempurnaan di masa mendatang. Kami berterima kasih atas bantuan,
dukungan, dan partisipasi semua pihak baik langsung maupun tidak langsung atas

terbitnya Juknis ini.

Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait
sebagai proses bagi kita bersama, Pusat dan Daerah dalam mendukung dan
menuju upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan 2014, MDGs 2015,
dan WTP 2012.

Jakarta, Januari 2012

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,

drg. Tini Suryanti Suhandi, M. Kes



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas upaya Biro Perencanaan
dan Anggaran dengan koordinasi unit terkait, maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan TA 2012 dapat diterbitkan tepat
waktu. Sebagaimana diketahui dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
kesehatan, pencapaian target MDGs dan pencapaian program/kegiatan prioritas
nasional dan prioritas pembangunan kesehatan di daerah, maka setiap tahun
pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melimpahkan sebagian

wewenangnya melalui mekanisme dekonsentrasi.

Kegiatan dekonsentrasi yang berasal dari Sekretariat Jenderal adalah
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Kegiatan-
kegiatan yang dicakup dalam Dana Dekonsentrasi tersebut adalah Perencanaan
dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan; Pembinaan dan
Administrasi Kepegawaian; Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah
Tangga, Keuangan, dan Gaji; Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
BMN; Penanggulangan Krisis Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan
Data dan Informasi Kesehatan; Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; serta Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi

Kesehatan.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, saya mengharapkan agar Dinas
Kesehatan Provinsi dengan perangkatnya dapat mempercepat pelaksanaan
anggaran tahun 2012. Oleh karena itu, setelah menerima DIPA agar segera
menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), menetapkan Pejabat
Perbendaharaan, Panitia/Pejabat Pengadaan/Penerima Barang/Jasa, dan hal
penting lainnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien serta
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun

manfaatnya bagi peningkatan upaya pencapaian program pembangunan kesehatan.



Pengelolaan dana dekonsentrasi hendaknya dilakukan secara cermat; harap
perhatian pada daya serap anggaran rendah; penyampaian laporan keuangan
kurang baik dan tidak tepat waktu; capaian indikator kinerja prioritas rendah; serta
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Dekonsentrasi yang tidak tertib
administrasi, tertib hukum dan tertib fisik akan membawa konsekuensi, yaitu akan
menerima punishment dari Pemerintah. Pemberlakukan reward dan punishment ini
sudah mulai diterapkan dan dinyatakan dalam Pasal 20 Undang- Undang Nomor 10
tahun 2010 tentang APBN 2011. Di samping itu, dalam pelaksanaan anggaran tahun
2012, semua Kementerian/ Lembaga akan dipantau secara terus menerus oleh Tim

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan APBN 2012.

Di dalam Juknis ini diatur juga sekurang-kurangnya keluaran (output) yang
wajib dicapai dan disampaikan secara berkala kepada pihak terkait di Pusat dan
Daerah dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang
tersedia. Saya menyadari sepenuhnya bahwa sebagai konsekuensi PP Nomor 41
tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pelaksanaan berbagai kegiatan di
atas, pada Satker Dinkes Propinsi dilakukan oleh pengelola dan penanggungjawab
program/kegiatan yang berbeda-beda. Namun demikian, saya tetap meminta dan
percaya penuh bahwa Dinas Kesehatan Propinsi mampu untuk melakukan
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi terhadap jajarannya.

Lebih lanjut, sebagai pelaksana sebagian dari Program di Jajaran Sekretariat
Jenderal Kemenkes di daerah ( Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya), saya juga berharap melalui kegiatan — kegiatan dan
anggaran yang tercantum dalam DIPA, Dinas Kesehatan Propinsi mampu
melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari program
lainnya, seperti Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,
Program Sumber Daya Kesehatan, Program Bina Upaya Kesehatan, dan lainnya
termasuk BOK, dan Jampersal. Tidak diperkenankan masing-masing program

berjalan secara sendiri-sendiri, tanpa adanya koordinasi.

Demikian pula, saya menginstruksikan juga kepada para Kepala Pusat dan

Kepala Biro di jajaran Sekretariat Jenderal untuk selalu berintegrasi dan



berkoordinasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkala terhadap

pelaksanaan penggunaan Dana Dekonsentrasi ini.

Mudah-mudahan Juknis ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dan
merupakan satu kesatuan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran selain DIPA,
Kertas Kerja RKA KL, dan POK. Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu
dalam penyusunan dan terbitnya juknis ini, saya ucapkan terima kasih disertai

penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, Januari 2012
Sekretaris Jenderal,

dr. Ratna Rosita, MPHM
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.03.01/1/SK/006/2012
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

DI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program kegiatan
APBN dan penyerapan anggaran pada DIPA Kementerian
Kesehatan Tahun 2012 perlu menetapkan Peraturan
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya di Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
Tahun Anggaran 2012;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-undang ...



10.

11.

12.

-0 -

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5254);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembiayaan

dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor  248/PMK.07/2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192 /PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas;

12. Peraturan Menteri ...
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/ MENKES/PER/VII[/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA

DEKONSENTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012, yang selanjutnya disebut
Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Surat
Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),
Kertas Kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),
dan Petunjuk Operasional Kegiatan yang menampung dana APBN yang
pengelolaannya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan.

Pasal 2

Dalam Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, Dinas Kesehatan Propinsi mengacu
pada Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 3

Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi merupkan acuan bagi Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat
Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara

Pengeluaran ...
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